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SAMBUTAN KtrPALA DESA DBMPEL

KECAMATAN KALIBAWANG

u'a lai hrn warohman I lohi v,aharoka t u h

)engan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2013 kita

jajaran pemerintah desa Dempel bersama badan permusyawaratan Desa Dempel dan juga

tokoh nrasyarakat telah bisa hersarna-sama merefisi dan mengesahkan Peraturan Desa yang

elanjutnya disebut dengan PERDES harapan kami seluruh lapisan warga masyarakat memiliki

an dan tanggung jawab serta disiplin menjunjung tinggi etika dan moral serta norma-nornta

la diwilayah hukum Negara Kesatuan P.epublik Indonesia pada umumnya dan wilayah hukum

empel pada umumnya sehingga tercipta kerukunan hidup yang harmonis dalam berbangsa dan

ara semoga peraturan desa Dempel bisa menjadi acuan untuk melangkah dan sebagai pedoman

merrjalankan roda pemerintahan.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada BPD Desa Dempel dan segenap lapisan

rakar yang telah memberikan gagasan serta aspirasinya dalam mewujudkan peraturan-peraturan

nDempel ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menyertai kita bersama. Ami{.

Dempel, 4 Febru*ri 2013
Kades Desa Dempel

TIAn'TANTO



P EMERINTAH K].\B TIPATEI\
KECAMATAN KALIBAWANG

woNosoBo
DESA DEMPEL

imbang

PERATURAN DESA DEMPEL
KECAMATAN K&LIBAWANG KABIIPA TEN WONOSOBO

NOMOR : 0l/BPD-D?Lllll/2813

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAITMAT ALLAH YANG MAIIA KIJASA

KEPALA DESA DEMPEL

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PEAMUSYAWARATAI\I DESA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada bab II Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah De$a, perlu membentuk Peraturan Desa Tentang Sistem
Pemerintahan Desa

l.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa tengah;

2,Und3ng-Undang Nomor 10 tahun 20O4 tentang Pembenrukan peraturail
perundang-undangan -(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l?5 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah
dcngan Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 Tentang Penetapan
berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2OO-l Tentang Penrbaharr Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dnerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a548)l

4.Urtdang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara
republic Indonesia Nomor 4438)

S.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20O5 Tentang Desa ( Lembaran
Negara Republik lndonesia tahun 2O05 Nomor 158, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 458?)

6,Keputusan r*pat karja pada hari Senin tanggal 4 Februari Tahun 2013
bertempat di Balai Desa Dempel

MEMUTUSKAN

Persturan Desa Dempel Tentang Sistem Pernerintahan Desa



KETENf$f'l *'UM
Pasal 1

Dalam Peraruran Desa ini, yang dimaksud dengan:L Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;2' Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;4' Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiriki batas-batas wilayah yangberwenang untuk mengatur ian m"ngurus tepenfngan masyarakat setempat berdasarkanasal-usul dan adat-isti1{1 

Stempat yang diakui dai dihormati dalam sisiem pemerintah
Negara Kesaruan Repubrik Indonesia, darim har ini aaatatr Desa Demper,5' Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan r"rutrgkui Desa sebagai unsur penyerenggaraPenrerintahan Desa,

6' Pernerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pernerintah Desadan Badan Permusyawaratan Disa dJa'm ,n""gurrri iJrr'-"ng,r*s kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiac"t r*l**pat yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.7' Badan Permusvawatitan-Desa y*t.r"t;jil;;r*but BpD adatah lembaga yangmerupakan perwujudan demokraii-Jalam ri*vli**gg"raan pernerintahan Desa sebagai
^ ynsul penyelenggara pemerintahan Desa; r ee

8' Lembaga Kemasyarakatan adalah lernlasq yang dibentuk oleh masyarakat sezuai dengankebutuhan dan merupakan mitra Pemerintih beJ ;;d* memberdayakan masyarakat.9' Dusun adalah bagian witayah dalam Desa yang **ffik"n lingkungan kerja pelaksanaanpemerintahan Desa;
10' Rukun warga yang sela-nJutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melaluimusyawarah pengurus Rukun Tetangga?iwiray,ah t;ii;;y" yang ditetapkan oreh Desa;ll' Rukun Tetangga yang selanjutnya?singtat ir 

"iiiutr lembaga yang dibentuk metaluimusyawarah masyarakat setempat dalarn-ransLu p";tunan pemerintahan, kemasyarakatanyang dibentuleoleh Desa;
12' Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk Desayang bersumber dari bagian rlana Keuangan p;t;l dan Daerah yang diterima olehKabupaten;
13' Anggaran Pendapatan dan Belanja ?"rl yang selanjutnya disingkat ApBDes adatahrencana keuangan tll:nan iemer"intah aesl ying-Jidurt"r dan disetujui bersama otehpenrcrinrah cresa rran.rJpD vang diterapkan d;;$;;*,"iii'ran or.a;14' Peraturan Desa adalah Piratiran Rerundang-Ir,ralr"s;" yang dibuat oleh BpD bersamaKepata Desa yang diretapkan dan disahkan uit"r JitJrial rtarr.

AAB II
SXSTEM PEIWERINTA*IAIV I}g,SA

Pasal 2
ntahan Desa Dcmper.terdiri dari perangkat Desa dan Ketembagaan yang adakat Desa Dempel sebagaimana dimaklud paaa uvui-il"rJirit*ri 'Kd"ilbesa, 

sekretarisd*n Perangkat Deca lainnya. 
uq' I '\sP'rr'r rr(;la' DeKretarls

nbagaan Dcsa D*f9. sebagaimana- dirnaksud pada ayar I terdiri dari Badanusyawnratan Dcsa (BPD), tembaga Pemberdayurn'r,rr."y*iat<at neea-iinr.anl, program
iahteraan Keluarga (PKKI, uan lembil"Uir y;"gfi["riui iu*"ai dengan kebutuhan Desa.

lii:l?*i.f:::"Jg:_^1"..1":{ffii dengan tusas. pokok dan tungsinya danU*KAN melaporkan pertanssunglawabannyu r"Iap tahin k#U id;i" il#"-[f*ffIya tanggal 3t Januari tahun birikuinva.

I

la Dcsa wAJrB meraporken *e*Lu 
- kegiatan yang .berkait*n , dengan tugss dan'ungiawabnya dalam pelalisanaao pu**rittahai Desa i't"rir"i rapat paripurna dan dilaporkan



a Badan Permusyawaratan Desa (BPD) satu kali dalam satu tahun selambat-larnbatnya akhir
n Februari tahun berikutnya.

Pasal 4
lain mengenai sistem dan tata cara Pernerintahan Desa yang belum tefinuat dalam pasal ini

ilaksanakan dengan berpedoman pada peraturalr Daerah Kabupaten Wonosobo tentang
han Desa, serta peraturan lain yang terkait.

BAB III
TATA TERTIB JUAL BELT TANAH

Pasal 5
warga masyarakat yang melakukan transaksi jua'i beli tanah WAJIB melapor kepada

intahan Desa dau wajib merubah SPPT sesuai dengan aturan yang berlaku"
p rvarga masyarakat yang melakukan transaksijual beli tanah antar sesama warga masyarakat
Dempel dikenakan administrasi sebesar l,5Vt dari norninal penjualan ditambah administrasi
han biaya SPPT sebesar Rp lOO.0O0,- dan atau menyesuaikan aturan yang berlaku

D lvarga rnasyarakat yang melakukan transaksijual beli tanah dengan Warga masyaral:at Desa
dikenakan biaya administrasi2Yo dari nominal penjualan ditambah biaya Rp100.000,- untuk
rahan SPPT dan atau menyesuaikan aturan yang berlaku

i warga desa lain yang merniliki tanah di desa dempel dan melakukan transaksi dengan warga
desa Dempet di kenakan biaya administrasi s%o dari nominal penjualan di tambah Rp

000,-untuk perubahan SPPT dan atau menyesuaikan aturan yang berlaku
warga desa lain yang rnemiliki tanah di desa dempel dan melakukan transaksi dengarr warga
Dempel di kenakan biaya administrasi 1,5a/o dari nominal penjualan di tambah Rp 10O.000,-

perubahan SPPT dan atau menyesuaikan aturan yang berlaku
istrasi sabagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2),(3),(4) dan (5) menjadi Pendapatan

Desa (PADes) dan dipergunakan sebaik-bainya untuk kepentingan Masyarakat Desa Dempel,

, BAB IV
TENTANG KEWAJIBAN IVIEMBAYAR. PAJAK

t*t
. Pasal 6 ''

warga masyarakat (wajib pajak) DIWAJIBKAN membayar dan melunasi PBB-nya sesuai
waktu yang ditentukan oleh Desa

masyarnkat
Pasal 7

wejib pajak yafig karena sesuatu hal tidak/ belum dapat melunasi tagihan
waktu yang ditentukan oleh desa, maka pemerintah Desa akan mengambilsampai batas

Teguran secera lesan oleh Kadus yang bersangkutan
Surat tegurarr resmi dari Kepala Dcsa
Penarikan dilal-ukan oleh tim Desa bersama Linmas

Pasal I
langkah yang dimaksud dalam pasal,T ayst 1,2 dan 3 belufi bisa terselesaikan, maka tim Dcsa
kan musyswaralr dan mufakat akan meminta barang seharga pajak tertanggung untuk
n PllB-nya serta dikenakan deada sebesar 27o perbulan

Pasal 9
ola p*jak ysng mslnkukan penyirnpangan terhadap hasil penarilran pajak dari masyarakat

paJak, mska pcngclola t;rf,sbut wqiib mcngernbalikan kopEdn Pamsritnh Dcss Dcmpel sesusi
wrklrr ygns tllih ditentukan olch Pemerlnt$h Degq, dan apabila perlu skln 4itindak sesuni
hukum yaFS berleku

,

l

l
i

I
I

I

;



BAB V
PENBRTIBAN ALUR SUNGAI, GALIIR, JALAN TROBOSAN DAN SELOKAN

Pasal 9
ngai yang telah ada sejak zaman dulu HARUS tetap dilestarikan keberadaannya
gi waraga masyarakat yang dengan sengaja merubah bentuk sungai, galur, jalan terobosan atau
lokan untuk kepentingan pribadi atau kelompok maka diharuskan mengernbalikan seperti bentuk

elesaian permasalahan seperti dimaksud pada ayat 2 ditempuh dengan cara musyawarah dan
kat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pihak-pihak terkait

Pasal 10
hewan yang telah ada sejak zaman dahulu DIHARUSKAN tetap difungsikan sesuai dengan
nnnya tidak boleh dimiliki secara pribadi

Pasal I I
trobosan yang telah ada sejak zaman dahulu tidak DIPERBOLEHKAN digunakan untuk
ingan pribadi dan harus tetap dilestarikan untuk kepentingan umum

Pasal 12
lokan (kalen) yang sudah ada sejak zaman dah',rlu tidak DIPERBOLEHKAN dirubah untuk

ingan pribadi dan HARUS dilestarikail untuk kepentingan umum.
warga masyarakat ysng menutup selokan untuk didirikan bangunan $TAIIB merninta ijin dari
:rintah Desa-

,.

BAD \II
PENGGUNAAN GEDUNG SERBAGUNA I}AN LAPANGAN OLAII RAGA

ng Serbaguna dan Lapangan
rtingan masyarakat Desa

i warga masyarakat secara pribadi, kelompok atau golongan yang akan menggrrnakan aset
kepada Permerintah Desa dandimaksud pada pasal 13 ayat l, maka WAJIB meminta ijin

jib rnemberikan kontribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14
laan aset Desa berupa Gedung Serbaguna dan Lapangan dilakukan oleh Tim Pengelola

dibentuk olch Dcsa.
m pengclola Gcdung Serbtguna dan Lapangan dibentuk oleh Desa masing-masing satu orang

unsur perangkat desa, Karangtaruna, dan LPMD

BAB \rII
ICEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAT<AT

Pasal 15
Setiap warga nrasyarakat yang sudah berusia l? tahun DIHARUSKAN memiliki KTp
Fengendalian keamanan dan ketertiban dilaksanakan pemerintahan desa belsama -d/arga
ntaryarakat,
Masi ng-masi ng pedukuhan DIWAJIBKAII mengadakan ronda si skamling

Fasal 16
Bagi perikrut tenaga kerja baik didalam dan luar negeri DIWAJIBKAN melaporkan kqada
Desa.
Apabila terjadi sesuatu hat yang berkritnn dengan tenaga kerja maka perikrut DIHARUSKAN
bertanggung jawab dalam mengurus segala sesuatunya.

Pasal 13

adalah aset Desa yang digunakan seluas-luasnya untuk



) Setiap bentuk usaha yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat serta
membawa dampak negatif lingkungan (Polusi udara, air, tanah, dan suara) WAJIB ijin kepada
pemerintahan Desa dan masyarakat sekitar.

Pasal 17

) Setiap tamu yang bermalam I x 24 jam atau lebih DIWAJIBKAN melapor kepada RTIRW
setempat dengan menyerahkan identitas diri.
Sgtiap warga masyarakat tidak diperbolehkan mencangkuli tanah melebihi batas yang
dimilikinya.

) Setiap warga masyarakat tidak diperbolehkan merumput tanaman (Godongan) milik orang lain
tanpa ijin

) Setiap warga masyarakat dilarang menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang bersuara
keras (bobokan)
Setiap warga masyarakat yang memiliki Mobil dilarang parkir dibahu jalan sebelah kanan pada
gang masuk kampung
Setiap warga masyarakat wajib mematikan Televisi, Radio, VCD, Tape dan alat elektr<rnik lain
yang mengganggu aktifitas belajar dan peribadatan mulai wal<tu Magrib sampai 'Isya {Senja
Keluarga)
Blgi wlga masyarakat baik secara kelompok dan individu yang menggunakan pengeras suara
tidak diperbolehkan melebihi jam 23.0O WIB kecuali yang mendapatkan ijin dari masyarakat
setempat.
Bagi w*rga masyarakat yang menanrtl meletakan barang/ material dibahu jalan yang sifatnya
nlengganggu lalu lintas maka diberi tenggang waktu selama 3 hari untuk memindahkin
baranglmaterial tersebut.
Bagi warga masyarakat yang melanggar pasl l? ayat 1,2,3,4,5,6 dan ? akan dikenakan sanksi
sesuai dengan kebijakan lokal masing-masing Dusun

Pasal 18

) Setiap warga masyarakat DIWAJIBKAN menyalakan penerangan diluar rumah pada malam
hari.
Pemerintah Desa wgjib menfasilitasi pengadaan penerangan jalan Dusun

Pasal 19

Penanggulangan terhadap Narkoba Mirqs dan sejenisnya ditiap-tiap pedukuhan dilakukan
pencegahan oleh masyarakat dan pcmerintah Desa.
Tanaman tahunan yang berdekatan dengan rumah warga dan aliran instalasi listrik/togor
dengan radius yang ditentukan oleh PLN harus dipangkas tenpa memperoteh ganti rugi.
Dilarang mengambit matrial (pasir dan batu) disekitar jembatan atau bangunan apapun dalam
jarak radius 100 m.
Tidnk diperbolehkan Ougur gunung (arug-arug) kesungai karena mencemari sungai yang
digunakan untuk kepenting*n umum kccuali hari minggu
Setiap warga Dosa dilarang membuang sampah di selokan/ sungai

AAB VITT
PENGELOLAAN BADAN USASA MILIK DESA (PASAR)

Pasgl 2O
Desa Dempel merupakan bagian dari aset Desa yang berdiri diata$ tanah milik Desa Dempel
lcloln oleh pegawal pasar yang dlbentuk Fesnerintntr Desc Derqr*I d*.n h*si*nyn dipergrmnkm

untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa.
Pasal 2l

aetrngaimana dimaksud pada paaal 20 terdiri dari satu unit kantor passr, scjumlah kios,
los, dan pasar hewan serta ternpat lain yang iuenjadi sa;u kest;.*eul r.ari pir*iar i*rlcbut.

Pasal 22
mue pengguna Pasar wajib mematuhi aturen yang dibuat oleh pemcrintah Desa Dempel
li*p pengguna pasar yang a.kan memindah te-ngir"nkan hair,3:rna b,rngrrri,-a pasar *afl:rH!tRn.T$



:l f rj ::l *::l.l,i d_"li p*3.*,:nra h Desa Dempernluk menghindari kemacetan latulintas 
evo* varttPEl

s atau kios vano qrte rtix^r^- ---, 
maka pedagang yang di

.lll,"flL"::::":*^11i4i;1;;$;";;il;',T;ffi,?**TTng:"iili%:rjf*^Ttffun:k1nntah Desa asar rnenve aiauai riia' Cff d;T;-ffi1,jxTr;,,ffi1,i i"[T,jn*tur<an. 
se'ta

Pasal 23

Pasal 26pasar DIHARUSKAN berkantor JJ lnemifiki admini

yang berkaitan
dimusyawahkan

desa.

UffiH*:i::T,1*:llf t,If :tf iem edn t a h D esa D em p er
fi#o*"" 

pega*ai pasar adatarr ri"rrr"'i"'i;:'ff'Ay""j"#r:Tirl 
terah habis bisa diajukan

;rnerintah desa wajib memperhatikan keberadaan pasar baik aturan pengguna rnapun pengerora

pengurus pegawai pasar terdiri dari I #l ilu" aun 3 orang penarik

pasal 25lant nrenjalankan tusasnvn narrar.,-! -.^-to"u' 
tt

fj+iifiiffii"*"snva 
pegawai pasar akan dipantau dan di evaruasi oreh bada' pengawas

ran pengawas Dasar terdiri dari l l orang 3 orang dari unsur pBD 3 orang dari unsury d?!$ff i:,*iru *m"l;x? ?t;il t#"ux 
-KK s,ru k u, eawes s A;Ua Pegawai nrrot .1i,,,-::lr--I-

"i f 
ffi-'#":ff * diwaj ibki ;;;v;;;; ;:'i ;Hf,i'#":*:rusi kepada bendahara desa

llt'n:?:i-iiJ:.'-'l,fi:ffSi1fff 
has' peroreftan restribusi pasar kepada pemerintahan desa

+ffi liill'[:ffiil,#il,mJ 
diketahui oreh BArvAssAR dan mendapat perserujuan

i'll#:X#1,*1f;$;;sar diberikan kepada pegawai pasar sebagai insentir dan

wal
tnistrasi lengkap seputar kegiatan i

3:1i:-ffil'FJ*::,',lh'Hlfl "HsHT::*:y:Ts':rpegawaipasardengan
t-i'fi:';ip.n*:"X**li:l#"'5#;:1:i:lT:"'-ffi ,?'l?"ff f :n:?ff ',:;.fi;1911"" sampai. kepada pemUertrentianl

pasar berhenti kaiena :
Ha.bis masa jabatannya (Z x perioae;
Diberhentikan
Mengundurkan diri
Meninggal dunia

ffi*l"tli"";ff:1ff:*:::Xll lg:k*d pasar 27 ayat3 butir b adarah :31*.Hf leqaJanfc.an Giiil;"i ilir.Mer akukan ti niur. pia"i;f&;i'ffi Jili"r" dan fakra yang jera s.

*:-*-"n pasar sepetl^i-ti:i[ur*n 
-p.,;.ir,,rcr,: - i*- er, i,e:f ui. i*..r sr;.". n:,,.,. -bersama pemerintaha; D;;;;;' ftli"-u"saan' oesa'r-"*u pihak terkait

PENGGUNAAN DAN" uiI?NN DARI PEMERTNTAH

"l il$n"tg"ggig*dilaksanak"l"ff'1-baiknva densan transparan dan terbuka dan

J:r#i:liin *i*ffS#l didesa ll:?i,l*,,. yans dibenturc oreh desa berdasarkan

H



Tinr pelaksana pembangunan akan diawasi oleh badan pengawas yang dibentuk oteh desa (BpD)
Ketua pelaksana pembangunan di desa diwajibkan melaporkan kegiatannya dalam bentuk
laporan pertanggung jawaban kepada pemerintaharr dcsa s:suai aturan yang ada.

Pasal 3O
Setiap bantuan yang bersifat tidak habis pakai/ bergulir ( Contoh Bantuan PUAP, Bantuan
Kerakyatan/ Bali Deso Bangun Deso), harus dikelola secara transparan dan akuntable sesuai
dengan ketentuan kebijakan lokal Desa serta tetap memperhatikan aturan dari program terkait.
Pengelola bantuan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat t wajib melaporkan-kegiatanya kepada
Pemcrintah Desa satu tahun sekali atau sesuai dengan petunjukteknis program yairg beikaitan.
Semua hasil/ keuntungan dari bantuan sebagaimana dimakiud pasal io ayat t dirnasukan dalam
pendapatan asli Desa (PADes) dan dimanfaatkan untuk kepentingan Desa berdasrkan
musyawarah mufakat antara Pemerintahan Desa dan Kelemsagaan Desa
Apabila pengelola bantuan sebagaimana dimaksurd pasai 3o ayat I
yewg-nangnya sehingga merugikan Desa maka harus mengembalikan aset
dan jika perlu akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

menyalah gunakan
tersebut kepada desa

a.

b.
c.
d.

BAB X
TATA CARA OBLIGASI SURAT MENYURAT

Pasal 3 I
layanan surat menyurat Dinas akan dilayani oleh pernerintahan Desa dikantor Desa.
lya adminisrasi yang termasuk surat biasa Rp 2.00O
rat biasa dimaksud dalam pasal 3 I ayat 2 adalalt

Blanko KP I
Surat keterangan
Surat pengantar
Surat kelahiran

ntuk jenis surat NTCR Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
a. Biaya adminisfiasi surat nikah;

l. Surat Penganrar Nikah Dalam Kecamatan sebesar : Rp. 50.O00
2. Surat Pengantar Nikah luar Kecamatan sebesar : Rp. 120.000
3. Biaya Adminstrasi Nikah sebesar Rp. 450.000

b. Biaya administrasi surat cerai 3O.000; jika diketahui perceraian tanpa sepengetahuan Desa
maka dikenai sanksi administrasisebesar Rp. 1f0.000,-

c. Surat keterangan kayu keras 15,000;
d. Surat keterangan lainnya Rp 2.O00;

berrtuk

BAB XT
ATURAN PERALTHAN

Pasal 32
peratufan yang tertuang dalam PERDES ini akan tetap berlaku dan wajib ditaati sampai
peraturan desa yang baru.nnya



BAB XII
PENUTUP

Pasal 33
I yang belum diatur dalam Per,aturan Desa ini akan diatur berdasarkan aturan lain yang tidak
angan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: DESA DEMPEL
: Februari 2Ot3

BPD DesaDempel

MUII MURTASO, SHI

Kepala Desa Dempel

HARTANTO



BERTTA ACARA RAPAT PARIPURNA PENGESAHAN PBRDES DNSA DEMPEL
KECAMATAN KALTBAWANG KABUPATEN WONOSOBO

Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2o13 jam 09.00 sampai 13.30 Wib telah diadakan
rpal paripurna pengesahan rancangan peraturan Desa menjadi peraturan Desa yang dihadiri oleh
jaran pemerintah Desa Dempel dengan seluruh kelembagaan yang ada (BpD. LKMD, pKK) dan
ihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat'dengan daftar hadir terlampir telah menghasilkan Keputusan
eraturan Desa yang disingkat PERDES dan telah disahkan sebagai bentuk aturan dalam pemerintahan
,esa Denrpel.

dapun peraturan Desa tersebut terdiri dari 12 BAB atau Keputusan adapun rentetannya adalah
:bagai berikut

t) BAB I Tenrang KETENTUAN uMulv{ TERDIRI DARI I PASAL
5) BAB Il 'rentang PEMERINTAHAN DESA terdiri dari 3 pasal dan 2 ayat

t BAB III Tentang TATA TERTIB JUAL BELI TANAH 2 pasal

i) BAB IV Tentang KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK terdiri dari 3 pasal dan 3 Ayar
t) BAB v rentang PENERTIBAN.ALUR suNcAr, GALU& JALAN TRoBosAN DAN

SOLOKA"\ Terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat

i) BAB vI l'entang PENGGIINAAN LAPANGAN terdiri dari I pasal z ayat
I0) BAB vlt Tentang KEAMANAN DAN KETERTTBAN MASYARAKAT terdiri dari 6 pasal

14 ayat.

il) BA'B VIII Tentang PENDAPATAN ASLI DESA (PASAR) terdiri dari I pasal dan l3 ayat
i2) BAB IX Tentang PENGGUNAAN DANA DARI PEMERINTAH terctiri dari 2 pasal 3 ayat
:3) flAtt X Tentang TATA CARA OBLIGASI SURAT MENYURAT terdiri dari I pasat 2 ayal
14) B;\B XI Tentang ATURAN PERALIITAN terdiri dari I pasal

15) BAB XIt Tentang PENUTUP terdiri dari 1 pasal

Demikian serentetan BAB dan ayat yang telah disahkan pada rapat paripurna yang
ertujuan untuk kesejahteraan masyrakat dan sebagai pedoman dalam petaksanaan pemerintah Desa
)empel clan sebagai kekuatan hukum dengan tetep mengindahkan kekuatan hukum yang lebih tinggi
lerita acara Rapat Paripurna ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa dipergunakan sebagairnana
restinya

Dempel,4 Februari 2013
Kades Desa Dempel Ketua BPD

I-IARTANTO MIJRTADO,SHi


